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LURAH SINGOSAREN 

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL 

 

PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN 

NOMOR 9 TAHUN 2022 

T E N T A N G 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SINGOSAREN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

LURAH SINGOSAREN, 

 

Menimbang : 
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai 

wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan 

secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan; 

b. bahwa APBKalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam 

Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 
2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan 
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga 

menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang 
adil, makmur, dan sejahtera; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB 
Kalurahan) Tahun Anggaran 2023. 

Mengingat   : 
1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republic 

Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran 

Negara Republic Indonesia Nomor 5234); 
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3. Undnag Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republic Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 

5339) 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
(Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539)Sebagaimana Telah Diubah 
Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republic 

Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa 
Kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5864); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republic Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1037);   

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara 

Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 110); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1633); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 961); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 
Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); 

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 
Nomor 2); 

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan 
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Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah 
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 

Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana 

Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bantul Tahun 2020 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 9); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8), Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Nomor 140. 

26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang 
Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2019 Nomor 76); 

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang 
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan 
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134), 

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Bantul 
Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman 
Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita 
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128); 

28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata 
Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah 
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5); 

29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang 
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2020 Nomor 86);  

30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan 

Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan 
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13); 

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus 
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kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 
2022 Nomor 14); 

32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2022 Nomor 59); 

33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di 

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 
Nomor 60); 

34. Peraturan Desa Singosaren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang 
Rencana Jangka Menengah Desa 2019-2024 (Lembaran Desa 
Tahun 2019 Nomer 4); 

35. Peraturan Desa Singosaren Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 
Pemanfaatan Tanah Kas Desa Singosaren (Lembaran Desa 
Tahun 2020 Nomor 6); 

36. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kalurahan 

Singosaren (Lembaran Kalurahan Singosaren Tahun 2020 
Nomor 7); 

37. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 
(Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 7); 

38. Peraturan Kalurahan Singosaren Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, 
Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan 

Kalurahan (Lembaran Kalurahan Singosaren Tahun 2022 
Nomor 8).  

  

 

Dengan Persetujuan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SINGOSAREN 

dan 

LURAH SINGOSAREN 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SINGOSAREN 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal 1 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan 

rincian sebagai berikut: 

1. 

 

 

 

 

2. 

Pendapatan Kalurahan 

a. Pendapatan Asli Kalurahan 

b. Transfer 

c. Pendapatan lain 

Jumlah pendapatan 

Belanja Kalurahan 

a. Penyelenggaraan Pemerintahan 

Kalurahan 

b. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 

c. Pembinaan Kemasyarakatan 

d. Pemberdayaan Masyarakat 

e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan 

Mendesak Kalurahan 

Jumlah 

Surplus/(Defisit) 

 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

 

Rp 

 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

 

Rp 

Rp 

 

194.501.887,00 

2.491.190.218,00 

5.000.000,00 

2.690.692.105,00 

 

1.538.307.283,00 

 

766.513.039,00 

345.221.800,00 

191.454.505,00 

118.207.447,00 

 

2.959.704.074,00 

(269.011.969,00) 

3. Pembiayaan Kalurahan 

a. Penerimaan Pembiayaan 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

Selisih Pembiayaan (a-b) 

 

Rp 

Rp 

Rp 

 

269.011.969,00 

0,00 

269.011.969,00 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rincian struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. 

 

Pasal 4 

Lurah Kalurahan menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. 
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Pasal 5 

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Singosaren. 

 

Ditetapkan di Singosaren 

Pada tanggal 29 Desember 2022  

LURAH SINGOSAREN 

 

 

JOKO PRAYITNO 

 

 

Diundangkan di Singosaren 

Pada tanggal 29 Desember 2022 

Carik Singosaren 

 

 

M. ADHI FIBRIAN A. S. 
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NOREG PERATURAN KALURAHAN SINGOSAREN KAPANEWON BANGUNTAPAN 
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH DESA SINGOSAREN

PERATURAN DESA SINGOSAREN

TENTANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

LAMPIRAN

KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

PENDAPATAN4.

4.1. Pendapatan Asli Desa 194.501.887,00

4.2. Pendapatan Transfer 2.491.190.218,00

4.3. Pendapatan Lain-lain 5.000.000,00

2.690.692.105,00JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA5.

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.538.307.283,001

1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional
Pemerintahan Desa

1.169.816.283,00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 57.000.000,001.1.01 ADD

5.1. Belanja Pegawai 57.000.000,001.1.01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 419.760.000,001.1.02 ADD

5.1. Belanja Pegawai 419.760.000,001.1.02

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 34.467.816,001.1.03 ADD, PBH

5.1. Belanja Pegawai 34.467.816,001.1.03

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK
D dll)

238.062.410,001.1.04 ADD, PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 238.062.410,001.1.04

Penyediaan Tunjangan BPD 76.500.000,001.1.05 ADD

5.1. Belanja Pegawai 76.500.000,001.1.05

Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga
m, Listrik dll)

12.000.000,001.1.06 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,001.1.06

Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 4.050.000,001.1.07 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.050.000,001.1.07

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des
a

10.130.000,001.1.08 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.130.000,001.1.08

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK 1.983.792,001.1.90 PAD

5.1. Belanja Pegawai 1.983.792,001.1.90

Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamus
kal

6.000.000,001.1.91 PAD

5.1. Belanja Pegawai 6.000.000,001.1.91

Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Ba
muskal

54.175.000,001.1.92 PBH

5.1. Belanja Pegawai 54.175.000,001.1.92
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KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah,Pamong Kalurahan dan B
amuskal

73.250.000,001.1.93 PAD

5.1. Belanja Pegawai 73.250.000,001.1.93

Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh 79.999.997,001.1.94 PAD

5.1. Belanja Pegawai 79.999.997,001.1.94

Tunjangan Masa Kerja 21.240.000,001.1.96 ADD

5.1. Belanja Pegawai 21.240.000,001.1.96

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan 24.797.268,001.1.97 ADD

5.1. Belanja Pegawai 24.797.268,001.1.97

Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorer 56.400.000,001.1.98 ADD

5.1. Belanja Pegawai 56.400.000,001.1.98

1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 83.800.000,00

Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 46.800.000,001.2.01 ADD

5.3. Belanja Modal 46.800.000,001.2.01

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 7.000.000,001.2.02 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,001.2.02

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **
)

30.000.000,001.2.03 PBH

5.3. Belanja Modal 30.000.000,001.2.03

1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik
dan Kearsipan

93.225.000,00

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 59.690.000,001.3.02 ADD, DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 59.690.000,001.3.02

Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 1.895.000,001.3.03 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.895.000,001.3.03

Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 15.140.000,001.3.05 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.140.000,001.3.05

Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber day
a pembanguana Kalurahan

16.500.000,001.3.90 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,001.3.90

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
dan Pelaporan

164.681.000,00

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (
Reguler)

21.400.000,001.4.01 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.400.000,001.4.01

Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non
Reguler)

15.890.000,001.4.02 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.890.000,001.4.02

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 10.035.000,001.4.03 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.035.000,001.4.03

Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP
J dll)

7.540.000,001.4.04 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.540.000,001.4.04

Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 3.900.000,001.4.05 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,001.4.05
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KODE
URAIAN ANGGARAN

( Rp )
SUMBERDANA

1 2 3 4

REKENING

5

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan
gan)

8.700.000,001.4.06 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,001.4.06

Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy
arakat

8.626.000,001.4.07 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.626.000,001.4.07

Pengembangan Sistem Informasi Desa 7.000.000,001.4.08 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,001.4.08

Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan
& BPD

81.590.000,001.4.10 ADD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 81.590.000,001.4.10

1.5. Sub Bidang Pertanahan 26.785.000,00

Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 26.785.000,001.5.06 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.785.000,001.5.06

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 766.512.944,002

2.1. Sub Bidang Pendidikan 262.954.300,00

Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des
a (Honor, Pakaian dll)

84.782.000,002.1.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 84.782.000,002.1.01

Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 48.731.000,002.1.02 BMP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 48.731.000,002.1.02

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 8.324.700,002.1.03 BMP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.324.700,002.1.03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Ala
t Peraga

109.116.600,002.1.06 DDS

5.3. Belanja Modal 109.116.600,002.1.06

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 12.000.000,002.1.10 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,002.1.10

2.2. Sub Bidang Kesehatan 216.394.500,00

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 76.617.000,002.2.02 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 76.617.000,002.2.02

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka
der Kesehatan dll)

4.793.800,002.2.03 BMP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.793.800,002.2.03

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 15.290.000,002.2.04 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.290.000,002.2.04

Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 10.350.000,002.2.06 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.350.000,002.2.06

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana
Posyandu/Polindes/PKD **

27.293.700,002.2.09 BMP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.293.700,002.2.09

Fasilitasi Penyelenggaraan Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) 26.520.000,002.2.90 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 26.520.000,002.2.90

Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 5.660.000,002.2.91 DDS
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5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,002.2.91

Pembinaan Kampung KB 3.800.000,002.2.92 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,002.2.92

Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting 15.000.000,002.2.94 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,002.2.94

Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis / Resiko Tinggi Dan Nifa
s

14.400.000,002.2.95 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,002.2.95

Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) 16.670.000,002.2.96 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.670.000,002.2.96

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 193.596.944,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Permukiman **)

188.063.444,002.3.11 DDS, PBK, SDD

5.3. Belanja Modal 188.063.444,002.3.11

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s
elokan dll)

5.533.500,002.3.14 DDS

5.3. Belanja Modal 5.533.500,002.3.14

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 51.111.700,00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) 51.111.700,002.4.15 BMP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 51.111.700,002.4.15

2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 19.441.500,00

Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan 12.480.000,002.5.90 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 12.480.000,002.5.90

Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah 6.961.500,002.5.91 BMP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.961.500,002.5.91

2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 17.200.000,00

Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi
Lokal Desa

17.200.000,002.6.03 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,002.6.03

5.3. Belanja Modal 9.000.000,002.6.03

2.8. Sub Bidang Pariwisata 5.814.000,00

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 5.814.000,002.8.03 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.814.000,002.8.03

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 345.221.800,003

3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

27.763.800,00

Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala
Lokal Desa

21.170.000,003.1.03 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.170.000,003.1.03

Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana 6.593.800,003.1.94 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.593.800,003.1.94

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 262.040.000,00

Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 10.920.000,003.2.01 DDS
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5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.920.000,003.2.01

Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU
T RI, Raya Keagamaan dll)

72.120.000,003.2.03 PBH

5.2. Belanja Barang dan Jasa 72.120.000,003.2.03

Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K
egamaan Milik Desa **)

175.000.000,003.2.05 PBP

5.3. Belanja Modal 175.000.000,003.2.05

Pembinaan Bidang Keagamaan 4.000.000,003.2.90 DLL

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,003.2.90

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 32.460.000,00

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa 27.500.000,003.3.03 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,003.3.03

Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 4.960.000,003.3.06 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,003.3.06

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 22.958.000,00

Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3.050.000,003.4.02 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,003.4.02

Pembinaan PKK 10.908.000,003.4.03 PAD

5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.908.000,003.4.03

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 9.000.000,003.4.04 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,003.4.04

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 191.454.600,004

4.1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 10.000.000,00

Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 10.000.000,004.1.05 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,004.1.05

4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 151.024.000,00

Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 135.684.000,004.2.06 DDS

5.3. Belanja Modal 135.684.000,004.2.06

Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d
an Peternakan

15.340.000,004.2.90 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,004.2.90

5.3. Belanja Modal 9.340.000,004.2.90

4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga

15.798.600,00

Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 8.915.000,004.4.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.915.000,004.4.01

Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 2.783.600,004.4.02 BMP

5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.783.600,004.4.02

Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Kel
uarga

4.100.000,004.4.91 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,004.4.91

4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 14.632.000,00
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Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 14.632.000,004.6.01 DDS

5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.632.000,004.6.01

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 118.207.447,005

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5.000.000,00

Kegiatan Penanggulanan Bencana 5.000.000,005.1.00 PBK

5.4. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,005.1.00

5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 3.542.300,00

Penanganan Keadaan Darurat 3.542.300,005.2.00 PBK

5.4. Belanja Tidak Terduga 3.542.300,005.2.00

5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 109.665.147,00

Bantuan Langsung Tunai (BLT) 93.600.000,005.3.01 DDS

5.4. Belanja Tidak Terduga 93.600.000,005.3.01

Bantuan Bahan Pangan 9.165.147,005.3.02 PBH

5.4. Belanja Tidak Terduga 9.165.147,005.3.02

Bantuan Pengobatan 6.900.000,005.3.04 DLL

5.4. Belanja Tidak Terduga 6.900.000,005.3.04

2.959.704.074,00JUMLAH BELANJA

(269.011.969,00)SURPLUS / (DEFISIT) 

PEMBIAYAAN6.

6.1. Penerimaan Pembiayaan 269.011.969,00

PEMBIAYAAN NETTO 269.011.969,00

0,00SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

Singosaren, 29 Desember 2022

LURAH

H. JOKO PRAYITNO
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